BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hukum Pidana
1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran
terhadap undang-undang yang telah ditetapkan,suatu pelanggaran dan
suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan
individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu
hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan
apa yang diperbuat oleh sih pelanggar tersebut. Hukum pidana
juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga
moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana. Adapun
tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

a. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak
asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan
negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan
yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan
yang melanggar yang merugiakan dilain pihak.

b. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan
yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan

tersebut.
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Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang
melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali
dilingkungan masyarakat.

Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau
yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang
yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari

KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:®

a.

Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam
pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang
memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-
olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak
hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat
dipidana.

KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima
oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua

pengertian, yaitu:

a.

Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni
hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah

ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;

Pidana

8lyas Amir, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak
dan Pertanggungjawaban  Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan,

Rangkang Education: Yogyakarta. Him 57
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b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-

peraturannya dengan hukum.

2. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas

hukum pidana materil dan hukum pidana formil.Tirtamidjaja menjelaskan

hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

a.

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi
pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat
dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur
cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran
yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur
cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga
memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan

putusan hakim.

3. Tujuan Pidana

Pada hakekatnya pidana marupakan perlindungan terhadap

masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana

diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana

adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima

kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk

memenuhi rasa keadilan.
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4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan

beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu,yakni sebagai

berikut:

a.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat
dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.°

Alasan pembedaan antara kejatan dan pelanggaran adalah
jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan
denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana
penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan
pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar
kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret,
sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.
Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan
pidana dalam Undang-undang.!® Secara kuantitatif pembuat Undang-

undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

15

® Guza Afnil, 2006. KUHAP Lengkap, ASA Mandiri: Jakarta. Him

10 R, Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor. Poletiea, 2005,

hlm. 27
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1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang
melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik
pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak
dipidana.

3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur
tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.'!

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil
dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang
dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.'?
Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak
memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai
syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada
perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya
pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan
adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang

dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya

"' Guza Afnil, 2006. KUHAP Lengkap, ASA Mandiri: Jakarta. Hlm 67
12 Andi Hamzah, 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara
Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. Hlm. 22
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tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud
perbuatan yang 30 Asas-asas Hukum Pidana dilakukan, tetapi
sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang
tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal
pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan
itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban,
yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja(culpa).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur
kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana
yang dalam rumusannya mengandung culpa.

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak
pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya
berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk
mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang
yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan,

perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan
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secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana
yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.'?

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif
murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif
murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak
pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah
berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak
murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana
positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau
tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi
dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu
benar-benar timbul.

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam
waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga
untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu
singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya ada
tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya
tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan

dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut

13 Ibid. Hlm 30
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juga dengan voordurende dellicten. Tindak pidana ini dapat disebut
sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f.  Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum
dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sementara itu
tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar
kodifikasi KUHP.!*

g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan
tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh
orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan
untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak
pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi,
ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai
negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan
pelayaran), dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduandalam hal penuntutan, maka

dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

4 Moeljatno, 1993 Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban
Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. Hlm. 46
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Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana
yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak
disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak
aduan adalah tindak pidana yangdapat dilakukan penuntutan pidana
apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak
mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara
perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang
diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang
diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat
ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat
juga disebut dengan bentuk standar;

2) Dalam bentuk yang diperberat; dan

3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap,
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu
pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang
kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut
kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian
disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau

meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor
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pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak
pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu
menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana
tidak terbatas macamnya, sangat tergantungpada kepentingan hukum
yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam
KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.
Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat
disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi
kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan
kejahatan terhadap Asas-asas Hukum Pidana keamanan Negara (Bab I
KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-
tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa
umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum
terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti
Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP),
Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.
Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan,
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumusakan
sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana

dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan
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saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak
pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana
berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa
sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya
pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

5. Jenis Hukum dan Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum
merepukan keseluruhan peraturan hidup yang dapat bersifat memaksa
untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga
terdapat dalam beberapa pengertian menurut para ahli.

Pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang dapat bersifat
khusus, telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk
menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari
ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang
berlaku dan harus ditegakkan oleh negara.'>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu Stratbaar feit. Stratbaar feit terdiri dari tiga kata,
yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
Baar diterjemahkan boleh atau dapat Feit diterjemahkan tindak, peristiwa,

pelanggaran dan perbuatan'®

5 P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico,
hlm. 47

16- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
2007, Hlm 69
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Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana
(yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara
yuridis atau kriminologis. Kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti yuridis
normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam
peraturan pidana'’

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia diancam pidana
oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan yang
umumnya dilarang dengan ancaman pidana'®

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang —
undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” dan
“tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, namun
hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa
dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak —
gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak —
tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai
“ditindak”."

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum
dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain

perbuatan yang bersifat aktif juga melakukan sesuatu yang sebenarnya

17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Y ogyakarta, 1999, Him 10
8 ri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum
Pidana Indonesia,

Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

19 Ibid., HIm 60
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dilarang oleh hukum dan perbuatan yag bersifat pasif tidak berbuat sesuatu

yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. 2°

a. Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menyatakan bahwa siapapun yang terlibat secara terang-

terangan dan bekerjsama terlibat dalam tindakan kekerasan kepada
orang ataupun barang akan dijatuhi hukuman penjara maksimal
selama 5 tahun 6 bulan” Pasal tersebut mempunyai beberapa unsur
yang dapat memberikan batasan dalam mengancam seorang individu
yang menjalanlan tindak pidana kekerasan.”?!

b. Pengertian Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menyatakan bahwa siapapun yang terlibat secara terang-

terangan dan bekerjsama terlibat dalam tindakan kekerasan kepada
orang ataupun barang akan dijatuhi hukuman penjara maksimal
selama 5 tahun 6 bulan” Pasal tersebut mempunyai beberapa unsur
yang dapat memberikan batasan dalam mengancam seorang individu
yang menjalanlan tindak pidana kekerasan.” Ancaman tindak pidana
pada Pasal 170 KUHP mempunyai ancaman yang lebih berat. Pasal
170 ayat (2) ke-1 KUHP menguatkan hal ini dengan menyatakan
bahwa pelaku dapat dihukum dengan penjara paling lama tujuh tahun,
jika pelaku dengan sengaja menghancurkan barang atau

mengakibatkan luka-luka dalam Tindakan tersebut.

20 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2003, hal. 49

2 Soerodibroto, S. (1999). KUHP dan KUHAP: Dilengkapi Yurisprudensi
Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat.
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Pasal 170 KUHP mempunyai perbedaan dengan Pasal 55 ayat
(1) KUHP dalam perilhal unsur-unsurnya. Pada Pasal 170 tidak hanya
mencangkup unsur kekerasan saja, tetapi juga termasuk unsur yang
mengakibatkan luka pada orang. Selain itu pasal 170 KUHP ini
mengatur tindak pidana yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang,
sedangkan Pasal 55 ayat (1) KUHP secara umum mengatur terkait
keikutsertaan dalam tindaka pidana oleh beberapa pelaku.??
¢. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan
harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang
diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, dan secara prinsip
intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan
menjadi 2 (dua) macam yaitu®?
1)  Unsur Subyektif,
Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan
dengan sipelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan
terhadap batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;

c) Ada atau tidaknya perencanaan;

22 Soerodibroto, S. (1999). KUHP dan KUHAP: Dilengkapi Yurisprudensi
Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat.
23 Moeljatno, Op,cit, HIm 56
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2)  Unsur Obyektif,

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan
lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan
untuk berada diluar batin si pelaku.

a) Memenuhi rumusan undang-undang;

b) Sifat melawan hukum;

¢) Kualitas si pelaku;

d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan

dengan
Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor

yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri maupun faktor
yang timbul dari luar diri si pelaku dan faktor lingkungan. Berikut
unsur tindak pidana dari sudut undang-undang®*
1)  Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh
karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam
rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana.
Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif
atau positif (handelen) dan juga dapat disebut perbuatan materiil
(materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (natalen).
Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk

mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau

24 Andi Hamzah, Op,cit, Hlm 89
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gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, dan tingkah
laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan
aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya
seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan
aktif, atau dengan tidak berbuat demikian seseorang itu
disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.
Unsur Sifat Melawan
Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau
terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber dari
undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber
dari masyarakat (melawan hukum materil).
Unsur Kesalahan
Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan
atau gambaran batin orang sebelum atau sesudah saat memulai
perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan
bersifat subyektif.
Unsur Akibat Konstitutif
Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana
materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat
menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang
mengandung unsur akibat dan syarat pemberat pidana, tindak
pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

Unsur Keadaan yang Menyertai
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Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana
yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana
perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam
kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
c¢) Mengenai obyek tindak pidana;

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di
perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku
memang melakukan tindak pidana. Didalam perundang-undangan
dipakai suatu istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan
tindak pidana yang juga sering disebut dengan delik.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman
pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana.
Di dalam WYVS dikenal dengan sebutan istilah Strafbaar feit,
sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik untuk
mempermuda pengertian. Pembuat undang-undang menggunakan
istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. %°

Unsur-unsur tindak pidana adalah:

a) Subjek,

b) Kesalahan,

25 https://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chindi.pdf
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¢) Bersifat melawan hukum,
d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
e) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).?°
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:?’
a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak
berbuat atau membiarkan).
b) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
c¢) Melawan hukum (onrechtmatige).
d) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
e) Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar
person)
d. Jenis Tindak Pidana
Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau
tindak pidana dan dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan
pelanggaran. Kejahatan adalah rechtdelicten, adalah perbuatan-
perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas adakah
perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.
Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang,
perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan
yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah

perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan

26 Ibid, hlm.102.
27 Diakses pada: http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 24 Februari 2024,
Pukul 13.30 Wib



